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PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SAMBUTAN
JI. Sultan Sulaiman No. 97 Telp. 0541-240040 Kode Pos 75115

SAMARINDA

Email : kecamatansambutani1@gmail com Q Website: hitp://kec-sambutan.samarindakota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SAMBUTAN
Nomor : 900 /2028 /400.04

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2024

CAMAT SAMBUTAN

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Rl Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Penyampaian Laporan
Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan
Kinerja Tahun 2014;

b. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Walikota
Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di
lingkungan Pemerintah Kota Samarinda; dan

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan a dan b tersebut, maka
menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota
Samarinda/SKPD Tahun 2019.

Mengingat 1. Undang-Undang Republik indonesia Nomor 28 Tahun 1999
Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Peraturan Pemerintah Kewenangan Instruksi Presiden
Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;




4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintahan;

5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2011
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Samarinda 2021-2026;

6. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
Kota Samarinda;

7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011
Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda; dan

8. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sambutan Tahun

2021-2026.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama . Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sambutan adalah “ Indeks

Kepuasan Masyarakat “ dengan target tahun 2024 adalah 84, dan
merupakan pedoman kinerja yang digunakan oleh Kecamatan
Sambutan untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT),
Rencana Kerja Anggaran (RKA), Penetapan Kinerja (Tapkin),
Pengukuran Kerja atas pencapaian kinerja sesuai dengan Renstra
SKPD Tahun 2021-2026; dan

Kedua - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.




KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan-Nya
Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sambutan Kota Samarinda tahun 2023 ini
dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan yang digunakan pada Kecamatan
Sambutan Kota Samarinda untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana
kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta
melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Sambutan selaku Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan
fungsi dari Kecamatan Sambutan, disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah Kota
Samarinda.

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah bersama- sama

menyusun sampai dengan selesainya dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan

Sambutan ini.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan
diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.
Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerakan sistem yang
kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses
evaluasi. Prinsip Good Governance atau kepemerintahan yang baik merupakan sebuah
komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan kepemerintahan dengan bercirikan
profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap
menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas
kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah
sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai yang kemudian dituangkan dalam Indikator
Kinerja.

Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka
ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap
OPD sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi
kepala daerah dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD,
RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MPAN/I1/2008 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan
penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan OPD
yang bersangkutan, maka Pimpinan OPD diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja
Utama.

Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Sambutan selaku Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) juga menetapkan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok
dan fungsi dari Kecamatan Sambutan, disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Merdasar Permenpan PER/20/MPAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan

IKU di lingkungan Instansi Pemerintah, maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja
Utama (IKU) adalah :

INDIVIDU KINERJA UTAMA 2024




Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran
strategis Kecamatan Sambutan sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan
peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Landasan Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan

Sambutan adalah :

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008
tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
20 tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
20 tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi  Pemerintah;
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BAB 11

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran

strategis operasional. Setiap Lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator

Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran
strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja
Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-

kurangnya adalah Indikator Keluaran (out put) untuk mendukung pencapaian sasaran

strategis.

2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator

Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

yaitu :

1.

Spesifik;

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga
mempunyai persepsi yang sama.

Measurable;

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif
maupun kualitatif.

Achievable;

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
Relevant;

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin
( keberhasilan / kegagalan) yang akan diukur.

Timelines;

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai
untuk kurun waktu tertentu.

Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi

perubahan. Dalam penetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

I. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan

Umum.
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2.3.

2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.

4. Kebutuhan statistik pemerintah.

5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan

Jenis-Jenis Indikator Kinerja Utama

Jenis-Jenis Indikator Kinerja yaitu :

|

Indikator Input :
Gambaran mengenai sumber daya uyang di gunakan untuk mengahsilkan output dan
outcame ( kuantitas, kualitas dan kehematan ).

. Indikator process :

Gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakann dalm mengahslikan barang dan
jasa ( frekuensi proses, ketaatan terhadap jadwal dan ketaatan terhadap
ketentuan/standart).

. Indikator Output :

Gambaran mengenai output dalam bentuk barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu
kegiatan (kuantitas, kualitas dan efisiensi).

. Indikator Outcame :

Gambaran mengenai hasil actual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang di
hasilkan  (Peningkatan  kuatitas, perbaikan proses, peningkatan efisiensi,
peningkatankualitas, perubahan perilaku, peningkatan efektifitas dan peningkatan
pendapatan).

. Indikator Dampak :

Gambaran mengenai akibat langsung atau tidak langsung dari tercapainya tujuan.

Indikator Dampak adalah indicator outcam pada tingkat yang lebih tinggi hingga ultimate.
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BAB III
GAMBARAN UMUM

3.1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang
berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Visi merupakan
cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan bagaimana suatu pemerintahan harus
dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta
produktif.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan pembangunan merupakan suatu
langkah penting dalam perjalanan suvatu pemerintahan. Visi merupakan gambaran
bersama mengenai masa depan berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan
yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan.

Visi Kota Samarinda telah dirumuskan dalam RENSTRA Kecamatan Sambutan
Tahun 2021 adalah :

B o R B e I o B S N e R e B s

"TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT
PERADABAN"

o S8
VRSB
| ——

e
ok o

R I S S R P i s

Makna dari Visi tersebut adalah Kota pusat peradaban yang menciptakan tatanan
politik, ekonomi, dan masyarakat yang harmonis, dan toleran menuju masyarakat
madani. MADANI sebagai akronim dari kata maju, berbudaya dan harmoni dapat di
uraiakan sebagai berikut:

1. Sebuah kota Maju yang ekonomi daerah mandiri ditandai dengan berkembangnya

" sector ekonomi rakyat yang produktif dan kreatif didukung infrastruktur modern,
dengan tata ruang yang aman dan nyaman.

2. Samarinda sebagai kota Sungai (the spirit or river city) yang berbudaya, ditandai
dengan warga sipil dan apparat yang sehat, cerdas dan religious. yang menjunjung
tinggi etika, moralitas dan kejujuran dalam semangat persatuan dan
kegotongroyongan yang tinggi.

3. Kota yang selalu menjaga hubungan harmoni antar warga dan warga dengan
lingkungan dalam suatu system kemasyarakatan dan lingkungan kota yang asri dan
lestari.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan ditempuh

pemerintah daerah untuk mewujudkan visi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban
atau dilaksanakan oleh organisasi (instansi pemerintah) sebagai penjabaran visi yang
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telah ditetapkan. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi
pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi
pada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang
dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi dan Visi akan mendorong alokasi
sumber daya di seluruh organisasi, sehingga kedua ungkapan tersebut harus selaras
dengan tugas, agar tujuan organisasidapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas
dalam manajemen dan kepemimpinan organisasi pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka misi yang harus dilaksanakan
oleh kecamatan adalah Misi 3 dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan yaitu :

Dengan pernyataan misi yang ditetapkan ini, diharapkan seluruh pegawai dan
pihak yang berkepentingan dapat mengenal Kecamatan Sambutan dan mengetahui
alasan keberadaan dan perannya lebih dalam. Makna dari Misi tersebut adalah -

1. Profesional, meningkatkan kemampuan penyelenggara pemerintahan agar mampu
memberikan pelayanan dengan ramah, mudah, cepat dan tepat waktu dengan
menerapkan etika pelayanan publik.

2. Transparan, bersifat terbuka, melalui penyediaan informasi yang mudah dan dapat
diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secra memadai serta
mudah dimengerti.

3. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, baik kepada publik maupun
kepada atasan atau pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan
peraturan perundangundangan.

4. Bebas Korupsi, tidak menyalahkan gunakan wewenang atau kepercayaan yang
diamanahkan untuk kepentingan pribadi dan tidak menerima gratifikasi dalam bentuk
apapapun.
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3.2. Tugas Pokok dan Fungsi
Sesuai Peraturan Walikota Samarinda No. 24 Tahun 2014 Tanggal 22

September 2014 Tentang Penjabaran Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan,

organisasi Kecamatan adalah merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam

daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kecamatan mempunyai fungsi sebagai
berikut :

Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong
peran serta masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk
ikut mensukseskan perencanaan pembangunan dilingkup Kecamatan, sekaligus
melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan
pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Unit
kerja Pemerintah maupun swasta.

£ Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan
penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan dengan satuan kerja
perangkat daerah terkait dan Kepolisian Negara.

d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan
Kepala Daerah .

e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum  baik
dengan pihak swasta maupun dengan instansi terkait.

f. Pengkoordinasian  penyelenggaraan kegiatan pemerintahan  di tingkat
Kecamatan dengan SKPD dan instansi vertikal agar bersinergis.

g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan dalam upaya
memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi serta pengawasan
tertib administrasi pemerintahan Kelurahan:

h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak
dilaksanakan oleh unit kerja kecamatan.

i Pelaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk melaksanakan

sebagian Urusan Pemerintaham yang menjadi kewenangan derah, dan

¥ Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
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33.
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Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih
spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai
dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya,
secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan
perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan
organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas
untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan
misinya.

Dengan mengacu pada visi dan misi Kecamatan Sambutan serta didasarkan pada
isu-isu strategis dalam RENSTRA Kecamatan Sambutan Tahun 2021-2026 ditetapkan
tujuan yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan
Sambutan yaitu:

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau
dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan
untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh
Kecamatan Sambutan. dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan
dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran yang akan dicapai Kecamatan Sambutan yaitu

Dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap peran
visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat dari tabel 2.1. berikut :




Tabel 3.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sambutan

Visi : Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban

Meningkatnya Kualitas

1. | Terciptanya Hidup, Kapasitas dan Indeks Kepuasan Masyarakat
Pelayanan Yang Kapabilitas Masyarakat di
Akuntabel Kelurahan

Persentase Usulan Kegiatan Sarana
dan Prasarana dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan yang di

Setujui
Terciptanya
2. | Pelayanan Prima Meningkatnya Kinerja dan
Bagi Masyarakat Pelayanan OPD Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran strategis dan indikator Kinerja Tahun 2024 sebagaimana tercantum
dalam tabel 3.2. berikut :

Tabel 3.2

Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Tahun 2024

1. | Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Angka 84
Kinerja dan Masyarakat
Pelayanan OPD
: Persentase Usulan Kegiatan
2. | Terciptanya | Pembangunan Sarana dan tenm 70
Peningkatan Prasarana dan Pemberdayaan
Pelayanan yang Masyarakat di Kelurahan Yang
Akuntabel Disetujui
10
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3.4 Indikator Kinerja Kecamatan Sambutan

Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja
Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran
strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah. Indikator
Kinerja Utama Kecamatan Sambutan disajikan tabel di bawah ini :

1
INDIVIDU KINERJA UTAMA 2024




43

$20C YIWVY.LN YIY3NI NAIAIGNI

ueessiyelasay
uep sejisedey
ueyjeybuiusw
3mun
ueypnsyew|p
1eyesedsew u

eefepiaquiad
uejeybuiuad
uep ueyein|oy ininjesiq
Ip eueseseld Bues ueyeini@y
ueyipipuad uep eueles Iq 1exeledsep ueyelinje)
uep uejeyssey ‘eAepng ‘|eiIsos ‘iWoUONe ‘INPnysesyul ueunbuequiad ueedepiaquad | Ip Jeyeledsep
Buepiq nndiaw BueA ueinfuejexiaq uep |aqeunye ‘yedisgied ‘unyej} njes ewe|es euesye|ia) uejeibay ueq eueleseld sejljiqedey
‘uesedsuesy disuud ueBusp M siseqiaq ueyeAemey BueA jexeledsew ueelepiaquiad uejeiboy Injejaw uep eueleg | uep seysedey
uvenBuequed ueyeybuiuad uep ueelsjyelesay uep uejedaoud yejwn/ uep unyej njes ewejas ueyeinjay | lexeseAsew u ueunbuequwad ‘dnpiH
Bunyjnpusw Bued ueyein@y 1p jexesedsew ueedepioqued uginques | Ip euesyeus) BueA euesesesd uep | eeAepiaquisd uejeifay uensn sejleny
uep eueieseld uep eueleg ueunBuequed uejeibey | uejeweoe) | eueses ueunbuequad uejeibey yejwnp ueeybujuey %04 asejuasiad | eAujeybuuepy | 'z
ueueke] eunbbuaq uenpebuag ueuebueusq 6
eueleseld Uep eueles sejeny ‘g
euesye|lod Mejed 2
euesyelad Isuanedwoy ‘g
ueuehe|ad siuap iseyuisadg ynpoid ‘S
juejjelelg ‘p
ueuelelod npilepy ‘¢
ueuefejad Jnpesoid 'Z ugjewena)
ueuelejod uejeiehsiod ‘| Ip ueuedejad ado
(vioz isua BueA unsup (ejo1 nin (W1) yexeredsepy ueuefejad
unye| 9| JowopN ueduswsaiad) ifeyp Bued ueuehejad Jnsun uejnques inyejebusaw uesenday| elisury
6 1edepis) jexeseAseyy uessendsy| isang uebunyyiad wejeq |  uejewedd)y ynun ¥8 | seypuj 1ejiN | eAujexbuiuspyy | )
viva NVENYNONId VHVO/ISYININEOA NVSVIV bl
H¥38gWNs VAVLIN VMrY3NIY | SID3LVHLS
NVONVHILIM NVNLVYS HOLVMIANI NVYVSVS | ON
NVSVI3rN3d
202 unye],

ueINquies uejeweddy] ewrey) eliaury Joreqipuj

't'E leqe]




BAB IV

PENUTUP

Setiap Perangkat Daerah harus dapat menetapkan rumusan kinerja yang ingin
dicapainya. Kinerja yang telah direncanakan tersebut harus bersifat terukur
pencapaiannya. Untuk itu setiap Perangkat Daerah juga harus menetapkan indikator
kinerja tertentu untuk mengukur pencapaian kinerjanya. Yang jauh lebih penting,
indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu program atau
kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah. Jadi informasi kinerja ini
mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses perencanaan dan
penganggaran. Rumusan indikator kinerja beserta targetnya selanjutnya juga harus
dinyatakan di dalamdokumen perencanaan termasuk Renja-PD dan RKA-PD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi
Birokrasi Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan
Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan
IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan
Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah
ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sambutan merupakan acuan ukuran kinerja
yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang

telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Kecamatan Sambutan.

Indikator Kinerja Utama juga memberikan umpan balik yang sangat
diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang
oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Sambutan sehingga akan

diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa akan datang.
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